
I

11
11 ,, I
11

" I'I^fj, .CG, ,"I"!*/*

,,^.".~~~ i
\

\\

^ 11I I
11

ASOSIASIPIMPINANPERGURUANTINGGl

(APPTHl)
Badan Hukum No : AHU - 0000958. AH. 01.07. Tahun 2015

Sekretarial: Gedung Fakultas Hukum Univer!sitas Sahid Jakarta, Jl. Prof. Dr. Songomo No. 84
fobet, Jakarta Selatan 12870. Telp : (021) 8312813 - 15 Ex1. 203. Fax : (021) 8354763. Email: asosiasi. ppthi@ginail. corn

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
DiJakarta

.

Penhal: Perbaikan Permohonan Pengujian Pasa1 2 ayat (1), dan Pasa1 3
ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1.8
Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4288 terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1,945

UMINDONESIA

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, mastng-masing:

I. Dr. Arrisman, SH. , MH. ;

2, Dr. ZainalArifin Hoesein, SH. , MH. ;
3, Urnmu Salamah, SH, , MH. ;
4. Arifudin, SH. , MH. ;
5. Lenny Nadriana, SH, , MH. ;
6. Akhmad Fairin, SH. , MH. ;
7, Nelson Kapoyos, SH. ;
8. An99ryan Rahmanu, SH. :
9, Hizbuldin Satria Agustuar, SH, .

Jakarta, I November 201.6

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim

Hukum ASOsiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, meinilih

domisili hukum of Fakultas Hukum Universitas Sahid, Jl. Prof. Dr. Soepomo

No. 84, Jakarta Selatan 12870, Telp. 021 - 831.281.3 ext. 202 dan berdasarkan

bertangga1 9 AgustusSurat Kuasa Khusus 201.6

181SK/APPTHIAnrr/2016, dari Pimpinan Pusat ASOsiasi

Perguruan Tinggi Hukum Indonesia yang

Nomor: 312 tangga1 18 Mei 2015 o1eh Notaris SUIistyo Pribadi SH. , M. Kn, dan

.^', r. >CIO.

e CPU"'a

I I^90^,^,.,. I^
,*F. 27. ,91,

1<

Pimpinan

didirikan berdasarkan Akta

nomor



telah disyahkan o1eh Kernenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor: 000958. AH. 01.07. Tahun 201.5 tangga1 21 Mei 201_5,

berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas Sahid, J!. Prof. Dr. Soepomo No.

84, Jakarta Selatan 12870, Telp. Telp. 021 - 831.281.3 ext. 202 dalam halini

diwakili o1eh Dr. Stefanus Laksanto Utomo, SH. , MH; selaku Ketua

Urnum ASOsiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, dan Lisa

Marina, SH. , MH; selaku Sekretaris ASOsiasi Pimpinan Perguruan Tinggi

Hukum Indonesia, yang'berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas Sahid,

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 84, Jakarta Selatan 1,2870, Telp. 021 - 831.281.3 ext.

202, dan aleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pusat

ASOsiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (BUMi P-,.)

SELANJUTNYA DISEBUT PEMOHON;

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian konstitusional atas Pasa1 2

ayat (1), dan Pasa1 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 1.8 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4288 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya

permohonan pengujian ini adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSmUSl

1.1. Bahwa, Pasa1 24 (2) UUD I_945 menyatakan: "Kekuosoon kehokimon

at!okukon o1eh sebuoh Mobkomoh Agun9 don bodon perodi!on yong

berodo at bowohnyo doloin lingkungon perudr!on urnum, lingkun90n

perudi!on o90mo, lingkungon perudi!on mintei; lingkungon perodilon
toto usoho negoro, don o1eh sebuoh Mohkomoh Konstitusi".
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Selanjutnya Pasa1 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Mohkomoh

Konstitusi beorenong mengodi!i podo tin9kot pertomo don terokhir

yong putusonnyo ber^fot fino! untuk men9c!it undon9-undong

torhodop Undong - Undong 0050r, meinutus sen9keto kewenongon

Iemb090 ne90ro yong kewenon90nnyo diberikon oreh Undong
Undong DOSor, meinutus pembuboron portoi pontik, don meinutus

perse!ismon tentong host! pemi!ihon urnum". Selanjutntya yang

berkaitan dengan permohonan ini dipertegas Pasal, .O ayat (1) huruf a

UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana

telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 201.1 tentang Perubahan Atas

UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi:

"Mohkomoh Konstitusi bemyenong men90dili podo tingkot pertomo

don terokhiryong putusonnyo bersifotjinol untuk: 0. mengt!1'1 undong-

undong techodop Undon9 - Undong DOSor Negoro Repub!ik Indonesio

Tohun 1945 ...'I Demikian pula berdasarkan Pasa1 29 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 1.57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5076), berbunyi:"Mobkomoh Konstitusi berulenong men90dr!i

podo tingkot pertomo don terokhir yong putusonnyo bersijbt fino!

untok: 0. mengL!1'1 undon9-undong techodop Undong - Undon9 0050r

Negoro Repub!it Indonesto Tobun 1945. ..':

1.2. Bahwa ketentuan Pasa1 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1.2 Tahun
2011_ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

menyatakan, "Do!Qin ho! SUGtu Undon9-Undon9 didugo bertentongon
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dengon UUD

Konstitusi";

1.3, Bahwa Pasa1 2 ayat (,.), dan Pasa! 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1.8 Tahun 2003 Tentang Advokat,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288

(selanjutnya disebut UU No. 18 Tahun 2003) bertentangan dengan

Pasa1 28C ayat (L), Pasa1 280 ayat (1), dan Pasa1 31 ayat (3) UUD 1945;

1945, pengcy!onnyo of!okukon

1.4. Bahwa Pasa! 2 ayat (1) UU No. L8 Tahun 2003 menyatakan, "Vong

dopot diongkot seb090i Advokot odoloh sodono yon9 ber!otor

belokon9 pend!dikon tinggi hukum don sete!oh men9ikuti pendidikon

khusus profesi Advokot yon9 d!10ksonokon o1eh Orgonisosi Advokot'I

Sedangkan Pasa1 3 ayat(I) huruff UU No. L8 Tahun 2003 menyatakan

"Iu!us 14nonyong dindokon o1eh Or90nisosiAdvokot"

o1eh Mohkomoh

1.5. Bahwa beberapa ketentuan UUD L945 sebagai batu uji atas

ketentuan Pasal Pasa1 2 ayat (1), dan Pasa1 3 ayat (1) huruff UU No. 18

Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

1.5. I Pasa1 28C ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa "Setiap oreng

berhak mengembangkan diri meIaiui pemenuhan kebutuhan

dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan meinperoleh

inarifaat dariilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya,

demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan
inariusia ,
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I. .5.2 Pasa1 280 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa "Setiap oreng

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adjlserta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

1.5,3 Pasa1 3L ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa "Pemerintah

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan

riasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta

akhlak inu!ia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

yang diatur dengan undang-undang"

1.6, Bahwa Pasa1 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201.1

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur

bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 Iebih tinggi dan

Undang-Undang, Dengan demikian, setiap ketentuan Undang-

Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, sehingga jika

terdapat ketentuan dalam Undang-Undang bertentangan dengan

UUD 1945, inaka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji

meIalui me kanisme pengujian Undang-Undang kepada Mahkamah;

1.7. Bahwa obiek permohonan pengujian undang-undang ini adalah

ketentuan Pasa1 2 ayat (1), dan Pasa1 3 ayat (^) huruf f UU No. 18

Tahun 2003 terhadap Pasa1 28C ayat (1), Pasa1 280 ayat (1), dan Pasal

31 ayat (3) UUD 1945;

1.8. Bahwa o1eh karena itu Mahkamah Konstitusi bemyenang untuk

.memeriksa, mengadili dan meinutus permohonan inI.

-,
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11, KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

KONSTITUSIONALPEMOHON

11.1. Bahwa Pasa1 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan UU

No. 8 Tahun 201.1tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon dalam

pengujian Undang-Undang adalah "pihak yang menganggap hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan o1eh berlakunya
Undang-Undang yaitu:

a* perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara

-kesatuan-Republiklndonesia-yang diatur dalam Undang. Undafig;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. Iembaga negara.

DAN KEPENnNGAN

U. 2. Bahwa seianjutnya daiam Penjelasan Pasa1 51 ayat (1) Undang-

Undang o quo, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hok

konstitusiono! odo!oh hok-hokyong dt^tur dotom UUD 1945':

11.3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan

Nomor 0061PUU-rill2005/'uricto Putusan Nomori. LIPUU-W2007 dan

putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan
batssan tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian

konstitusional" dengan bertakunya suatu norma Undang-Undang,
yaitu:
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Mahkamah Konstitusijuncto Pasa1 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 061PMK/2005 Tentang Pedomana Beracara dalam Perkara

Pengujian Undang-Undang, yaitu Pimpinan Pusat ASOsiasi

Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia yang didinkan

berdasarkan Akta Nomor: 31.2 tangga1 1.8 Mei 201.5 o1eh Notaris

SUIistyo Prtbadi SH. , M. Kn, dan telah disyahkan o1eh Kernenterian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:

000958. AH. 01.07. Tahun 201.5 tangga1 21 Mei 201.5, berkedudukan di

Fakultas Hukum Universitas Sahid, J!. Prof, Dr. Soepomo No. 84,

Jakarta Selatan 12870, Telp. 021 - 831.28i. 3 ext. 202 daiam halini

diwakili o1eh Dr. Stefanus Laksanto Utomo, SH. , MH. , selaku Ketua

Urnum ASOsiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, dan

Lisa Marina, SH. , MH. , selaku Sekretaris ASOsiasi Pimpinan Perguruan

Tinggi Hukum Indonesia, yang berkedudukan di Fakultas Hukum

Universitas Sahid, 11. Prof. Dr. Soepomo No. 84, Jakarta Selatan

12870, Telp. 021 - 83128i. 3 ext, 202 dan o1eh karenanya sah

behindak untuk dan atas nama Pimpinan Pusat ASOsiasi Pimpinan

Perguruan Tinggi Hukum Indonesia;

11.6. Bahwa Pemohon selaku organisasi perkumpulan atau asosiasi yang

bergerak di bidang pendidikan tinggiilmu hukum meiniliki

tanggungjawab besar dalam ikut serta mewujudkan tujuan Negara

Republik Indonesia sebagaimana yang dinyatakan daiam alinea ke

empat Pembukaan UUD 1945, diantaranya yaitu mencerdaskan

kehidupan bangsa. Tujuan Negara tersebut secara normatif telah

d^abarkan dalam ketentuan-ketentuan atau batang tubuh UUD 1945

yang mengikat dan menjadi hukum dasar negara, sehingga
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keseluruhan norma hukum dasartersebut menjadi dasar piak dalam

mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.

UUD 1,945 sebagai hukum dasar dibangun dalam suatu konsensus

riasional yang mengikat seluruh warga Negara dan harus ditegakkan

sebagaimana mestinya sehingga konstitusionalisme datam

kehidupan Negara dapat diwujudkan, sebagaimana dinyatakan o1eh

William G* Andrew bahwa konstitusinalitas Negara bersandar pada 3

(tiga) elemen konsesnsus yaitu: I) the gener0! 9001s of society or

9enerolocceptonce of the somephilosophyof90vernment, ' 2) the form

of its institutionsond procedures; don 3) the desirobility. of the rule of

low OS the busts of 90vernment, (William G. Andrew, Constitutions ond

Constitutiono11sm. Third edition, New Jersey, D. Van Nostrand

Company, INC, 1968, p. 1.2-1.3). 01eh karena itu tidak dibenarkan

setitik apapun norma hukum yang bereda dibawahnya mencederai

inakna hakiki dari norma dasar tersebut yang sudah menjadi

konsensus riasional, kecuali o1eh Iembaga pembuatnya sebagaimana

diatur o1eh konstitusi itu sendiri. Hal ini secara teoritisyang

dielaskan o1eh Hans Kelses yang menyatakan bahwa landasan

validitas suatu norma selalu dari norma, dan bukan dari fakta.

Pencarian landasan validitas suatu norma bukan dari realita

melainkan dan norma lain yang menjadi sumber Iahirnya norma

tersebut* 01eh karena itu, suatu norma yang validitasnya tidak dapat

dipero!eh dari norma lain yang Iebih tinggi atau 'hormo dosor'.

Norma dasar berfungsi sebagai rujukan dan setiap pembentukan

norma, sehingga norma dasarjuga sebagai sumber utama dan

merupakan pengikat of antara norma-norma yang berbeda, dan

me inbentuk suatu tata normatif. Daiam pandangan ini, inaka apabila

9



suatu norma masuk dalam suatu tata norma tertentu, validitas atas

norma tersebut dapat diuji Dieh norma dasar tersebut (Hans Ke!sen,

Pure Theory of Low, Berkeley, Los Angeles, London: University of

California Press, 1978, ha1. 5);

11.7. Bahwa Pemohon selaku asosiasi perguruan tinggi hukum meiniliki

kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan ilmu

hukum yang meIahirkan Sadana Hukum, Magister Hukum, dan

Doktorllmu Hukum dengan kualifikasi dan standar yang ditetapkan

o1eh peraturan perundang-undangan of bidang pendidikan tinggi,

ASOsiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia

beranggotakan 1.98 (seratus sembilan puluh delapan) fakultas

hukum/program studiilmu hukum, baik strata I, strata 2, dan strata

3, seluruh indonesia, yang meiniliki inaksud dan tujuannya

sebagaimana dimaksud pada Pasa1 5 An99aran Dasar An99aran

Ruinah Tangga (AD ART) ASOsiasi Pimpinan Perguruan Tinggi

Hukum Indonesia, yaitu: I) Mengembangkan, serta meningkatkan

kernampuan an990ta untuk menyiapkan peserta didik menjadi

inariusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berbudiluhur, sena bemyawasan kebangsaan dan berdaya saing

global; 2) Mengembangkan, serta meningkatkan kernampuan

an 990ta agar dapat berperan sebagai agen pembangunan terdepan

dalam usaha meneliti, mengembangkan, dan menerapkan ilmu

pengetahuan hukum dan budaya bangsa untuk meningkatkan taraf

kehidupan masyarakat; 3) Memelihara dan menegakkan akuntabilitas

an990ta di masyarakat; dan 4) mengembangkan persatuan dan

kesatuan an990ta dalam usaha menyumbangkan darma baktinya
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bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Seialan dengan itu, inaka tujuan

organisasi asosiasiini adalah juga dalam kerangka mein perkuat dan

mengimplementasikan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi

sebagaimana d^elaskan dalam Pasa1 5 UU No. 1.2 Tahun 20J. 2

tentang Pendidikan Tinggi, yaitu: "Pend!dtkon Tin9gi bertt!I'uon: 0.

berkembongnyo porensi Mohosisw0 o90r medodi moriusio yong

berimon don bertokwo kepodo Tuhon Yong Moho Eso don beinkhlok

muffo, sehot, berilmu, cokop, kreotij mondir4 terompi!, kompeten, don

berbudoyo untuk kepentingon bon9so; b, dihosi!konnyo Iu!uson yong

menguosoi cobong 11mu Pen9etohuon don/otou Teknotogi untuk

memenuhikepentingon nosiono! don pentn9koton doyo soing bongso;

c. dihosi!konny0 11mu Pengetohuon don Tatnologi melo!ui Penelition

yong meinperhotikon don meneropkon nilot Humonior0 o90r

bermonjtrot b09i kernqj'uon bongso, seito kernqjuon perodobon don

kes, ^10hteroon urnot moriusio; don d. terwty'udnyo Pen90bdion kepodo

MOSyorokot berbosis peno!oron don koryo Penaltrionyong bermonjbot

don mencerdoskondojom meinqj'ukon kes, ^I'dhteroon UrnUm

kehidupon bongso'I

Penjabaran tujuan pendidikan tinggi tersebut salah satunya diatur

dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 201.2 tentang Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia yang menjadi landasan dalam

menyusun standar pendidikan riasional, termasuk pendidikan tinggi,

sehingga seluruh penyelenggaraan pendidikan tinggi harus

memenuhi standar yang ditetapkan dan tercermin dalam kurikulum,

SDM (Dosen), tata kelo!a penyelenggaraan pendidikan, penelitian,

dan pengabdian masyarakat. Daiam penyelenggaraan pendidikan

tersebut terdapat 3 (tiga) hal penting seiain tridharma perguruan
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tinggi, yaitu standar intelektusalitas, moralitas/integritas, dan skill,

Dengan demikian, tujuan didirikannya ASOsiasi Pimpinan Perguruan

Tinggi Hukum Indonesia dan dikaitkan dengan tujuan pendidikan

tinggi, serta standarisasi pendidikan tinggi, inaka, Pemohon se!aku

pimpinan ASOsiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia

meiniliki kepentingan konstitusional, yakni penyelenggaraan

pendidikan tinggiilmu hukum yang didasarkan pada standar inutu

yang tercermin dalam Kerangka Kualifikasi Nasionallndonesia

(KKNl). Berdasarkan pemikiran tersebut, inaka kepentingan hukum

Pemohon adalah adanya kewajiban untuk ikut serta menjaga dan

mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan

daiam alinea ke-3 pembukaan UUD 1945, dan Pasa1 28C ayat (1)

UUD 1,945. Dengan demikian, Pemohon meiniliki lego! stonding

(kedudukan hukum) untuk mengajukan pengujian Pasa1 2 ayat (L),

dan Pasa1 3 ayat (1) huruf f UU No. 18 Tahun 2003 terhadap UUD

1945.

In.

in. I.

Alasan Permohonan Pengujian

Bahwa setiap ke!embagaan, apapun bentuknya meiniliki POSisi dan

fungsi yang bermakna dalam tatanan kehidupan kerienagaraan.

Keberadaan organisasi perkumpulan atau asosiasi yang bergerak di

bidang SOSial kernasyarakatan) seperti APPTHl misalnya, meiniliki

POSisi dan fungsi tersendiri dalam menata dan mengembangkan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. Di samping itu,

organisasi SOSial kernasyarakatan juga dapat difungsikan sebagai

penghubung yang strategis (intermediote structure) dalam menata
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hubungan pemerintahan dengan warga negara, sehingga keduanya

me mittki akses informasi yang memadai dan hubungan yang harmoni

dan seimbang. Dalam perspektif inI, inaka bedalannya fungsi-fungsi

organisasi SOSial kernasyarakatan akan berpengaruh terhadap

kehidupan suatu negara. Kondisiini akan tercapai inariakala tradisi dan

kultur berlikir bebas dapat turnbuh dengan subur, karena dinamika

kebebasan berlikir sangat berpengaruh terhadap turnbuh-

kernbangnya prinsip kernerdekaan berserikat yang menjadi pilar bagi

turnbuh dan berkembangnya alam demokrasiitu sendiri. Dengan

demikian, mendirikan dan sebaliknya meinbubarkan organisasi SOSial

kernasyarakatan adalah hak setiap oreng, 01eh karena itu, inaka tidak

ada satu pihakpun yang dapat meinaksa untuk mendirikan atau

meinbubarkan organisasi SOSial kernasyarakatan kecuali o1eh mereka

sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan asas Negara yang

tertuang dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan

lainnya. Prinsip ini memberIkan penegasan bahwa penguasa tidak

dapat dengan semena-mena meinbubarkan suatu organisasi SOSial

kernasyarakatan hanya karena berbeda ajiran atau pendapat terhadap

suatu masalah negara. Sebaliknya, organisasi SOSial kernsayarakatan

juga tidak serta inerta meiniliki kekebalan hukum dan seenaknya

meIakukan aktifitasnya dengan menafikan berbagai ketentuan

terutama yang menjadi materi inuatan UUD 1,945;

111.2. Bahwa penNujudan asas kedaulatan rakyat dalam kehidupan

pemerintahan tergambar dari keterlibatan rakyat secara intensif daiam

meinutuskan arah kebjakan pemerintahan. Ukuran kedaulatan ralcyat

dapat dilihat seberapa jauh besaran peran yang dimainkan rakyat serta
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semakin seiarasnya kepentinganan rakyat dengan keb^akan publik

yang strategis. Dalam perspektif ini inaka organisasi SOSial

kernaysarakatan memainkan perannya yaitu menjembatani antara

kepentinganan rakyat dengan kebijakan publik pemerintahan

01eh karena itu, organisasi SOSial(intermediote structure).

kernaysarakatan menempatkanai din pada POSisi antara, sebagai

jembatan yang menghubungkan kepentingan ideal negara (Store)

dengan masyarakat/warga negara (SOCeity'). Organisasi SOSial

kernaysarakatan harus mainpu menjadi organ penggerak perubahan

masyarakat menuju masyarakat yang unggul dan bermoral. Perubahan

bagi Ormas adalah sunatullah dan harus disambut dengan organisasi

SOSia! kernaysarakatan kreatif, sehingga Ormas tidak pernah berhenti

be^Ikir, bergerak, dan berkarya. Keterlibatan masyarakat ini perlu

diorganisir, dan didinamisir agar mereka mainpu mengaktualisasikan

berbagai kebutuhan dan kepentingannya dalam suatu gagasan dan

rencana aksi yang aktual dan manageble. Keter!ibatan masyarakat ini

juga akan memberikan pengaruh terhadap nilai tanggung jawab

koiektif (co!ective responsihility ve!ue) terhadap setiap gerak

perubahan. Sikap POSitif (j70sitive thinking) terhadap perubahan,

merupakan bagian dari kernajuan itu sendiri. 01eh karena itu

meinbangun sebagai sarana untuk mengarahkan perubahan yang

dikehendaki, inaka merubah sikap masyarakat untuk bersikap POSitif

terhadap setiap perubahan merupakan bagian penting dari

pembangunan itu sendiri;

111.3, Bahwa Perubahan UUD 1945 yang cukup mendasar dan mengubah

paradigma ketatanegaraan adalah pada Pasal I. ayat (2) UUD 1945.
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Pada Pasal I. ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa: "Kedou!aton at

tongon rokyot don attoksonokon menurut Undong-Undong DOSor':

Penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma,

tidak berdiri sendiri, tetapi paradigma demokrasi yang dibangun

harus dikawal bahkan harus didasarkan pada nilai hukum, sehingga

produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif o1eh paradigma

hukum. Ha!ini berarti bahwa paradigma demokrasi yang dibangun

adalah berbanding Iurus dengan paradigma hukum dan inilah

paradigma negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum

yang demokratis. Paradigma inI berimplikasi pada kelembagaan

negara, model kekuasaan negara, prtnsip pemisahan kekuasaan dan

checks ond batonces, seita kontrol normatif yang pelaksanaannya

dilakukan o1eh Iembaga peradilan. (Paul Christoper Manuel, et. al. ,

1.7), 01eh karena itu paradigma tersebut mengubah1,999: 1.6

paradigma SIIprem@sip@r!emen menjadi prtnsip SLIPrem@si h, ,k, ,in

(Negara, pemerintah dan masyarakat diatur dan diperintah o1eh

hukum)* Prinsip supremasi hukum bermakna bahwa semua keb, akan

publik Iembaga-Iembaga publik dan pemilihan pejabat-pejabat publik

harus didasarkan pada aturan hukum. Prinsip inI inaka the rule of low

dalam kehidupan berbangsa dan bernagara menjadi unsur landasan

tata teltib kehidupan, sehingga pemerintahan dialankan menurut dan

o1eh hukum dan tidak o1eh inariusia to 90vernment of !ow Grid not of

mori). Keterkaitan hukum dengan dinamika SOSial yang bergerak

secara sentrifugal, inaka dengan sendirinya hukumpun harus

berkembang dan mengimbanginya pergerakannya secara sentripetal

ke arah pembentukan nilai-nilai substantive yang berbanding Iurus

dengan dinamika SOSial tersebut, dan hukum bukan sekedar kotak
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kosong (empoty box) yang tanpa inakna dan inarifaat, Dalam tataran

inI, inaka hukum harus mein11iki spirit nilai-nilai komunitas inariusia

yang bersukma keadilan, menjamin kepastian dan meiniliki nilai

kernanfaatan. ;

in. 4. Bahwa Pasa1 28C ayat(1) UUD 1945 menegaskan, 'Setiop orong berhok

mengembon9kon d!}i melo!uipemenuhon kebutuhon dosornyo, berhok

mendopotkon pend^atkon don meinperoleh morifoot don i!inu

pen9etohuon don teknolog4 sent don budoyo, demi meningkotkon

ku0!1105 hidupnyo don demi kes, ^1'0hteroon monusio", Menurut

Pemohon ketentuan Pasa1 28C ayat (L) UUD 1945 ini mengandung

inakna bahwa setiap oreng meiniliki hak untuk mengembangkan

potensi, keterampilan, dan keahlian yang dimilikinya. 01eh karena itu

negara memberIkan fasilitas atau setidak-tidaknya memberikan

kebebasan bagi tiap-tiap warga negara memenuhi kebutuhan

dasarnya yang semata-mata untuk mengembangkan potensi,

keterampilan, dan keahliannya meIalui pendidikan yang bedenjang

sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. Halini beram, setiap warga negara berhak mendapatkan

pendidikan yang memillki kualitas sesuai dengan standar yang

ditentukan agar dapat meningkatkan potensi, keterampi!an dan

keahliannya dan ilmu pengetahuan yang didapat. Hak-hak tersebut

merupakan hak dasar yang meIekat pada diri setiap oreng churnon

ri9ht) dan sekaligus merupakan bagian mendasar dari hak warga

negara (citizenls contitutionol ri9ht) yang harus mendapatkan

perhatian, perlindungan dan pemenuhan dari negara;
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111.5. Bahwa Pasa1 280 ayat (1) UUD 1,945 menyatakan bahwa, 'Setiop orong

berhok otos pengokuon, 1'0minon, perl^^dungon, don kepostion hukum

yon9 0dilserto perlokuonyong somo dthodopon hukum". Ketentuan ini

menurut Pemohon menunjukkan bahwa setiap oreng meiniliki hak

atas pengakuan dan setiap status yang meIekat pada dirinya, termasuk

pengakuan terhadap profesi dan karir yang meIekat padanya.

Pengakuan inijuga perlu adanya jaminan, perlindungan dan kepastian

hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan yang

sama of hadapan hukum juga dimaknai bahwa tiap-tiap warga

mendapat perlakukan tanpa adanya pembedaan sesama warga

negara, termasuk juga of daiam ketentuan norma perundang-

undangan harus mengandung nilaiimparsial atar sesama warga

negara. Pemahaman terhadap frasa ' setiop oron9 berhok otos ... don

kepc, stic, n h, ,k"in y@rig adjt dan perl@kurin yang sama athadc, pan

h"k, ,in' dalam perspektif hakekat tujuan hukum mengandung inakna

bahwa setiap norma hukum harus mainpu memberikan pertomo,

keadilan yang ditandai dengan prinsip keseimbangan foolonce),

kepatutan (j, roped, dan prinsip kewajaran (1)roportionoO; keduo,

kepastian, dan ket!90, kernanfaatan kepada setiap oreng. Dalam

meinahami kedudukan dan fungsi suatu norma hukum, tidak dapat

meIepaskan pada perkembangan norma hukum itu sendiriyang secara

historis meliputi, tataran teologis, tataran onto logis (filosofis), tataran

POSitivis, dan tataran fungsional. Setiap tahapan perkembangan

tersebut meiniliki relasi konseptual dan Ideologis, sehingga jiwa atau

inakna setiap ruinusan norma hukum menjadi satu kesatuan system

norma atau paradigma. 01eh karena itu suatu norma hukum harus

dibangun dari pemaknaan "0 109ico! Gnatoysis of octuo! juristto
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thinking" sehingga norma hukum meiniliki kekuatan untuk dijadikan

dasar berpjak setiap orang untuk berkehendak bagi setiap orang dan

kelembagaan kekuasaan dan karenya norma hukum diasumsikan

sebagai"on o9ency of power;' on instrument of goverment". Prtnsip

tersebut merupakan cerminan yang dikehendaki o1eh ketentuan Pasal

280 ayat (L) UUD 1.945;

111.6. Bahwa Pasa1 31 ayat (3) UUD 1945 menegaskan, "Pemerintoh

mengusohokon don menye!enggorokon sotu sistem pendidikon nosiono!,

yong meningkotkon keimonon don ketokwoon seito okhlok muffo do!Qin

rungko mencerdoskon kehidupon bon9so, yon9 diotur dengon undon9-

undong", Menurut Pemohon ketentuan Pasa1 31 ayat (3) merupakan

penjabaran atas tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada ajinea 4 yaitu ".,. menndungi

segenop bon9so Indonesio don setoruh turnpoh doroh Indonesio don untok

meinqjukon kese:1'0hteroon urnum, mencerd@ska" kehidi, pan bangsc, , don

beadosorkon kernerdekoon,ikut meloksonokon ketertibon dunio yong

perdomoion obodi, don keodtlon SOSio!...'I Untuk mewujudkan tujuan

tersebut Pasa1 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan

dan menyelenggarakan satu system pendidikan riasional yang

meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

serta akhlak inulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam

undang-undang. Selain itu pada Pasa1 31. ayat (5) mengamanahkan agar

Pemerintah memaiukan 11mu Pengetahuan dan Teknologi dengan
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menjunjung tinggi nilai-nilai againa dan persatuan bangsa untuk

kernajuan peradaban serta kesejahteraan urnat inariusia. Dengan demikian

pemerintah meinilikitugas untuk mengusahakan dan menyelenggarakan

sistem pendidikan riasional yang semata-mata untuk meningkatkan

keimanan dan ketakwaan serta ahlak inulia yang beltujuan untuk

mencerdaskan kehidupan tiap-tiap warga negara. Sistem pendidikan

riasionalitu kernudian diatur dengan undang-undang tentang sistem

pendidikan riasional yang meinuat mengenai standar pengajaran,

kurikulum, institusi yang me iniliki kewajiban untuk mendidik, dan inuatan

lainnya sebagai unsur untuk mein bentuk sistem pendidikan yang mainpu

mewujudkan kualitas tiap~tiap warga negara yang mainpu menghadapi

berbagai kernungkinan dan tantangan daiam berkarya dan menialanitiap-

tiap pekedaannya;

in*7. Bahwa o1eh karena itu Pemohon berpendapat bahwa paradigma

pendidikan sebagaimana yang diamanatkan Pasa1 31 ayat (3) UUD 1945,

dan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan harus mainpu

merumuskan areh keb^akan pendidikan riasional yang mengedapankan

nilai~nilai:

a. Hakekat Pendidikan

Manusia adalah pemegang amanat kekhalifahan Allah Swt dimuka

burni. 01eh karena iru, kepada inariusia diserahkan alam seinesta

untuk dikelola menurut sunnah-NYa. Manusia didorong untuk

mengambil inarifaat dari alam dengan cara mengolah, menggali dan

mengembangkan sumber daya alam. Manusia bertanggung jawab

untuk menjaga keselamatan dan kelestarian alam tempat inakhluk

bermukim. Manusia perlu menjaga keseimbangan alam, daiam
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mengambil inarifaat dari padanya. Seterusnya, inariusia juga harus

mainpu menjaga hubungan baik sesamanya dengan sikap dan

tindakan untuk persaudaraan, perdamaian, pengertian dan saling

menghargai seluruh urnat inariusia dan alam seinesta, Sehingga alam,

inariusia, kekuatan dan tingkah Iakunya tenNujud sebagai Rahmat Allah

SWT. Untuk kepentingan tugas hidupnya seperti tersebut di atas,

inariusia memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan serta nilai dan

sikap. Apabila pendidikan diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan

11mu pengetahuan, keterampilan serta nilai dan sikap manusia untuk

terlaksananya tugas kekhalifahan dengan cara yang baik, inaka

pendidikan yang diselenggarakan harus berorientasi pada tanggung

jawab tersebut.

b. Wahana Pengembangan sumber daya irisaniyang unggul

Pengembangan sumber daya irisani ada!ah upaya sadar, terencana,

dan berkesimbanungan dalam rangka menghasi!kan sumber daya

irisani yang meiniliki ciri sebagai the reo! chonge Ieoder yang mainpu

menangkap inakna dan areh perubahan, sena mainpu

mengorganisasikan segala potensi yang tersedia dalam rangka

mendorong dan bahkan menciptakan perubahan-perubahan yang

diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan masyarakat

lingkungannya. Salah satu pendekatan yang meiniliki pengaruh kuat

untuk menciptakan sumber daya irisani berkualitas dan berintegritas

adalah meIaluijalur pendidikan. Halini dikarenakan pendidikan

merupakan wohono (o tool) dimana kualitas sumber daya irisani

dibentuk, dilahirkan dan dikembangkan. Pada hakikatnya kualitas

sumber daya irisani suatu bangsa merupakan cermin kualitas

pendidikan, sebab krisis suatu bangsa bahkan krisis kernanusiaan, pada
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hakekatnya ada!ah krisis dunia pendidikan. Dengan demikian, setiap

langkah perubahan yang terancana tidak terlepas dan areh yang

dikehendaki o1eh dunia pendidikan. Dalam negara yang berperadaban,

inaka Iembaga pendidikan mendapat perhatian dan POSisi yang cukup

tinggi dari para pengambil keputusan dan masyarakat. Mereka

berkeyakinan bahwa setiap kernajuan yang berperadaban tidak

in ungkin dicapai, jika tenaga penggeraknya tidak terdidik, terlatih dan

meiniliki integritas. Lembaga 'pendidikan bagi negara yang

berperadaban, djadikan sebagai pusat perubahan dan kernajuan

peradaban. Da!am hubungan ini, inaka dunia pendidikan merupakan

pertarungan antara kernajuan dan kehancuran suatu peradaban,

sehingga jika dunia pendidikan tidak mainpu memelihara dan

mengembangkan suatu peradaban, inaka dengan sendirinya

peradaban dimaksud akan kalah dan hancur. 01eh karena itu, dunia

pendidikan meiniliki POSisi, peran dan fungsi strategis dalam

Realitas menggambarkanmengembangkan peradaban

bahwa kualitas sumber daya inariusia dilndonesia masih belum

berimbang antara potensi diri dengan potensi alam yang tersedia.

Ketidakseimbangan potensisumber daya irisani dengan sumber daya

alam yang tersedia, berekibat pada rendahnya produktifitas

masyarakat yang berdampak pada kualitas hidup atau tingkat

kesejahteraan masyarakat.

c. Kernajuan 11mu dan Teknologi

inariusia,

untuk meinbangun

masyarakatnya terkait erat perkembangan ilmu dan tekn0to9i.

Perkembangan masyarakat dunia dan pergaulan antar inariusia dan

Kebutuhan urnmat inariusia diri dan
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antar bangsa dipengaruhi o1eh ternuan-ternuan baru hasil

perkembangan ilmu dan teknologi inutakhir, Begitu pesatnya

perkembangan ilmu dan teknologi, terutama di dunia Barat, telah

perubahan demi perubahan, yang memengaruhimenimbulkan

kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa, bahkan

dalam kehidupan regional dan internasional. Dunia kirii ditantang o1eh

apa yang senng disebut sebagai "Revolusi Peradaban" yang

meinperkena!kan inariusia dengan tiga jenis peradaban, yaitu agraris,

industri dan informasi. Revolusiilmu pengetahuan dan teknologi pada

abad ke 1.8 meIahirkan peradaban industri. Proses industrialisasi

meIalui penemuan mesin-mesin, ternyata berperan besar dalam

mengubah pandangan dan cara berpikir, Halitu mengubah nilai-nilai

hidup dan tata bergaul, menyesuaikan diri dengan proses

industrialisasiitu. Sementara dibagi tertentu masih terkungkung o1eh

kehidupan agraris yang primitif. Kenyataan inilah yang telah mein belah

dunia menjadi apa yang kita namakan dunia maiu dan dunia

berkembang. Dalam pada itu, dunia maiu yang telah akrab dengan

ilmu dan teknologi telah mencapai puncaknya dengan ditemukannya

teknologi komputer dan alat-alat elektronika lainnya. Sehingga dunia

seakan-akan telah berubah menjadi sebuah ruangan besartanpa sekat.

Di bagian lain dari dunia ini masih dalam peradaban agraris dan

sedang melangkah ke industrialisasi. Indonesia dan negara-negara

berkembang lainnya, sedang berada dalam tahap itu. Indonesia

sedang meinbangun dinnya untuk tinggal!andas. Indonesia tidak

dapat meinilih kerangka teori inaupun model-model pembangunan

yang pernah diterapkan dan berhasi! baik di dunia paska industri.

Tetapi harus mengkaji dan meinilih agar kita tidak terpertangkap

22



dengan perbedaan kondisi dan situasi setempat, Perguruan tinggi di

dunia berkembang, termasuk of Indonesia diharapkan pada gejala~

gejala tersebut.

d. Ciri Keluaran Pendidikan (Tinggi)

Sebagai suatu proses, inaka penyelenggaraan pendidikan harus

mainpu mewujudkan:

a. MasyarakatMoral

Kehidupan kampus memberIkan ciri sebagai masyarakat yang

setiap warganya berusaha sekuat tenaga menerapkan budi pekerti

Iuhur dalam tatanan hidupnya dan dengan sekuat tenaga puta

berusaha menjauhkan din dari perbuatan tercela. Secara sendiri-

sendiri atau bersama-sama, se!uruh civitas academika harus

mengembangkan ketergantungan hidupnya hanya kepada Allah

Sun semata. Dengan dsemikian, proses pendidikan akan

me Iahirkan integritas yang tinggi kepada peserta didiknya.

b. Masyarakatlntelektual

Kehidupan kampus memberikan ciri sebagai masyarakat yang

setiap warganya berusaha sekuat tenaga menerapkan kebiasaan

dan budaya kecendekiawanan, budaya intoIektual yang mainpu

menerima, meinahami dan mengembang-kan ilmu pengetahuan

sebagai wartsan seiarah dan kekayaan peradaban inariusia yang

universal*

c. MasyarakatProfesional

Kehidupan kampus memeberikan ciri sebagai masyarakat yang

setiap warganya berusaha sekuat tenaga meIatih diri menurut
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In. 8. Bahwa dalam upaya menjabarkan ketentuan pasat 31 ayat (3) UUD

,. 945, inaka sebagai bagian dari pengembangan sumber daya inariusia

me Ialui pendidikan, disamping telah diterbitkan UU No. 20 Tahun 2003

tentang sistem Pendidikan Nasional, juga dalam pendidikan tinggi

telah diterbitkan UU No. 1.2 Tahun 201.2 tentang Pendidikan Tinggi.

Lembaga pendidikan termasuk Iembaga pendidikan tinggi meiniliki

tanggungjawab besar dalam penyelenggaraan pendidikan daiam

kerangka mencapai tujuan pendidikan riasional sebagaimana yang

dirumuskan dalam Pasa1 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem

Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa, "Pendid!kon nosionol

bedun9si men9embon9kon kernompuon don meinbentuk wotok seito

perudobon bongso yong bermortobot do!Qin rongko mencerdoskon

kehidupon bongso, beltt!Iuon untuk berkembongnyo potsnsi peserto

dintk o90rmedodimonusioyon9 berimon don bertokwo kepodo Tuhon

Yon9 Moho Eso, berokh!ok muffo, sehot. berilmu, cokop, kreotij mondir4

don menjodi wongo negoro yong demokrotis serto berton99un9j'owob'I

Sedangkan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi ditegaskan

dalam Pasa1 5 UU No. 1.2 Tahun 201.2 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu,

"Pendrd!kon Tinggi bertc!I'uon: 0. berkembongnyo potensi Mohosiswo

o90rmery'odimonusioyon9 berimon don bertokwo kepodo Tuhon Yon9

Moho Eso don berokhlok inuno, seho^, bentmu, cokop, kreotij moridirj

terompil, kompeten, don berbudoyo untuk kepentin90n bongso; b.

athosi!konnyo Iu!uson yon9 menguosoi cobong 11mu Pengetohuon

don/otou Teknologi untuk memenuhi kepentin90n nosiono! don

penin9koton doyo solng bon9so; c* athosi!konny0 11mu Pen9etohuon

don Tekn0!o9i melo!ui Pene!trion yong meinperhotikon don

kaidah-kaidah ke, a yang dituntut o1eh profesi yang dipilihnya.
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meneropkon niloi Humonior0 o90r bermonfoot bogi kernqjuon bon9so,

serto'kernqj'uon perudobon don kese:jobteroon urnot moriusio, ' don d.

tonyt{Iudnyo Pengobdion kepodo MOSyorokot betoosis peno!arun don

koiyo Penetttion yon9 bermonjbot dojom meinbyukon kes, ^jobteroon

urnum don mencerdoskon kehidupon bon9so':

111.9, Bahwa berdasarkan tujuan pendidikan riasional dan pendidikan tinggi

tersebut, inaka seluruh penyelenggaraannya harus didasarkan pada

standar riasional pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 1.9 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan

Peraturan Meriteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 201.4

Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Iembaga

penyelenggara pendidikan juga diatur dan dikendalikan o1eh

pemerintah, karena pemerintahlah yang diberikan amariah untuk

menyelenggarakan pendidikan sebagaimana penegasan Pasa1 31. ayat

(3) UUD 1945. Penyelenggara pendidikan dapat dikualifikasikan

pemerintah sendiri dan masyarakat dengan terlebih dulu

mendapatkan jin dan pemerintah dalam halini Kernenterian

Pendidikan dan Kebudayaan untuk jenjang pendidikan Taman Kanak-

Kanak, Dasar dan Menengah serta kejuruan, dan Kernenterian Ristek

DIKTl untuk pendidikan tinggi. Dengan demikian, datam lingkungan

pendidikan tinggi dalam kualifikasi apapun, termasuk pendidikan

profesi, harus diselenggarakan o1eh Iembaga pendidikan tinggi yang

telah mendapat ^in penyelenggaraannya dari pemerintah;

in. 1.0. Bahwa keberadaan perguruan tinggi khususnya bidang ilmu hukum

seb. agai centre of execel!ence untuk mencetak sumberdaya inariusia

yang handal yang meiniliki kualifikasi sebagai burnon resource

university, dan sekaligus sebagai reseorch university menjadi urgen,
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dan strategis. 01eh karena itu, sebagai arena akademik untuk

mendidik dan meningkatkan kapasitas intelektual itrite!!ectuo!

copocity,) akademisi dan praktisi di bidang hukum, tidak saia yang

berkeahlian dan professional daiam mengkaji dan menemukan

solusi masalah-masalah hukum dan pembangunan, tetapijuga

responsif terhadap perkembangan ilmu hukum,

berketrampilan of bidang penelitian dan pengembangan ilmu

hukum, tetapijuga meiniliki karakter akademik yang dilandasai

etika dan moral yang baik. Secara riasional telah ditetapkan visi

pembangunan riasional tahun 2005-2025, yakni: Indonesia Yang

Moridiri, Mqj, ,, Adj! Don MCIkm"r. Visi pembangunan riasional

tersebut dirumuskan menjadi pernyataan yang dapat diukur untuk

dapat mengetahui tingkat kernandirian, kernajuan, keadilan dan

kernakmuran yang ingin dicapai. Dalam perspektif pendidikan tinggi

pembangunan riasional tersebutIndonesia, inaka

riasional pendidikan tinggi yaitu,diretiemahkan kedalam visi

inTerwL!I'udnyo pendtdikon tin99iyon9 bermutu serto kernompuon iptek

don morusiuntuk mendukung doyo satng bongso't

111.11. . Bahwa daiam standarisasi pendidikan telah ditetapkan Kerangka

Kualifikasi Nasionallndonesia (KKNl) yang telah dituangkan daiam

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 201.2 tentang Kerangka Kualifikasi

Nasionallndonesia. Pasal I angka I Peraturan Presiden Nomor 8

Tahun 201.2 menegaskan bahwa: "Kernn9ko Kuo!inkosi Nosionol

Indonesio odo!oh kerongko periler!longon kuolijtkosi kompetensi yon9

dopot menyondrngkon, menyetorokon, don menginte9rosikon ontoro

bidong pendidikon don bidong pelotthon kedo seito pen90!Qinon kedo

do!Qin rongko pemberion pengokuon kompetensi kecjo sesuoi dengon

ruinusan

atau
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struktur pekedoon at betoo90i sektor'I 01eh karena itu, seiuruh proses

pembelajaran harus dirumuskan kompetensi dan kualifikasilulusan

yang tercermin dalam capaian pembelajaran yaitu, kernampuan yang

diperoleh meIaiui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan,

kompetensi, dan akumulasi pengalaman ketia. Hasil seiuruh proses

pembelajaran dibuktikan daiam bentuk ^azah dan sertifikat

kompetensi yang dikeluarkan o1eh perguruan tinggi penyelenggara

pendidikan tinggiilmu hukum. Halini ditegaskan daiam Pasa1 4

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 201.2, yaitu:

(1) Copoion pembe!qjoron yong dipero!eh melolui pendid{kon otou

pelotihon ke{1'0 dinyotokon doloin bentuksertijtkot.

(2) Sertiftkot sebogoimono chinoksud podo oyot (1) bethentuk !10zoh

don seitifikot kompetensi.

(3)!jozoh sebogoimono dimoksud podo oyot (2) merupokon bentuk

pengokuon otos copoion pembe!c!joinn yon9 diperoleh melo!at

pendidikon.

(4)Sertifikot kompetensi seb090imono dimoksud podo oyot (2)

merupokon bentuk pen90kuon otos copoion pembe!qioron yong

of pero!eh meloluipendidikon otoupe!otihon kecio.

(5) Copoion pembelqjoron yong dipero!eh melo!ui pengo!Qinon kedo

dinyotokon do!Qin bentuk keterongon yong dikeluorkon oreh tempot

yong berson9kuton bekejo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, inaka penyelenggaraan

pendidikan advokat sebagai bagian dari kompetensi yang harus

dimiliki o1eh Iulusan Strata Satu (SL) 11mu hukum tidak bisa beadiri

sendiri, tetapi proses pendidikan tesebut harus merupakan bagian dari

proses pendidikan Strata Satu (SI) ilmu hukum, sehingga
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penyelenggaraannya tidak terlepas dan organ program studiilmu

telah terakreditasi o1eh Badan Akreditasi Nasionalhukum yang

Perguruan Tinggi(BAN - PT). Pilihan yang tepat adalah kompetensi

sebagai advokat dimasukkan daiam kurikulum pendidikan program

Strata Satu (SI) ilmu hukum atau Iebih khusus dimasukkan dalam

program Strata Satu (SL) ilmu hukum konsentrasi prektisi hukum.

Namun demikian, agar seluruh inahasiswa program studi Strata Satu

(SL) ilmu hukum meiniliki kompetensi sama, inaka sebaiknya

penerapan proses pembelajaran berbasis KKNltetap dilaksanakan o1eh

Iembaga perguruan tinggi, namun pada pembelajaran yang sifatnya

prektisi, Iembaga perguruan tinggi tersebut beketiasama dengan

organisasi profesi advokat;

111.12. Bahwa menurut Pasa1 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU No.
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan
bahwa penyelenggaraan pendidikan, baik akademik, profesi, dan
vokasi adalah Iembaga pendidikan tinggi yang dinyatakan berhak
untuk menyelenggarakannya o1eh pemerintah, sehingga pemberian
gelar akademik, profesi, dan vokasi hanya o1eh suatu program
pendidikan yang diselenggarakan o1eh Iembaga pendidikan.
Ketentuan Pasa1 21 0 quo adalah sebagai berikut:

(1) Per9uruon tinggi yon9 memenuhi persyorotQn pendirion don
dinyotokon berhok menye!enggorokon progrom pendidikon teltentu
dopot memberIkon gelor okodemik, profes4 0tou vokosi sesuoi
den90n progrom pend^titkonyong dise!eng90rokonnyo.

(2) Perseorongon, o190nisosi, otou penye!eng90ro pendidikon yon9
bukon perguruon tinggi dtlorong memberikon gelor okodemik,
profes4 0tou vokosi.

(3) Gelor okodemtk, proj^?si, otou vokosi bonyo digunokon oreh Iu!uson
don perguruon tinggi yong dinyotokon berhok memberikon gelor
okodemik, profesi, otou vokosi,

(4) Pen99unoon gelor okodemik, profesj otou vokosi!u!uson perguruon
tinggi bonyo dibenorkon do!Qin bentuk don singkoton yong
oftenmo donperguruon tin9giyon9 bersongkuton.
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Berdasarkan ketentuan Pasa1 21 0 quo inaka penyelenggaraan

pendidikan profesi advokat atau yang dikenal dengan Pendidikan

Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang di!aksanakan o1eh organisasi

advokat selama initidak seialan dengan semangat ketentuan Pasa! 21

111.13. Bahwa berdasarkan pandangan tersebut of atas, inaka

penyelenggaraan pendidikan advokat tidak tepat jika hanya

dilaksanakan o1eh organisasi profesi advokat tanpa melibatkan

Iembaga perguruan tinggi, terutama terkait dengan struktur kurikulum

pendidikan advokat tersebut, Organisasi profesi advokat pada

dasarnya dapat menyelenggarakan pendidikan khusus, baik mengenai

kode etik profesi advokat inaupun .pendalaman terhadap substansi

hukum yang berkembang dalam masyarakat, serta keterampilan

tertentu, agar setiap advokat meiniliki kompetensi Intelektual,

kompetensi moral, dan kompetensi profesiona1, 01eh karena itu,

pendidikan advokat sebagai salah satu proses peningkatan

kompetensi, baik intelektual, moral, inaupun profesional, inaka proses

penyelenggaraannya Iebih tepatjika dilakukan secara sinergis antara

Iembaga pendidikan tinggi hukum dengan organisasi profesi advokat,

Dengan demikian Pasa1 2 ayat (1), dan Pasa1 3 ayat (I. ) huruf f UU No.

18 Tahun 2003 tidak seialan dengan Pasa1 28C ayat (1), Pasa1 280 ayat

(1), dan Pasa1 31 ayat (3) UUD 1945;

o quo;

in. 1.4. Bahwa berkaitan dengan putusan Mahkamah Nomor 1031PUU-

XII20L3 yang pada pokoknya meinutus pengujian norma Undang-

Undang Pasai 2 ayat (1) UU No. 1812003 adalah hal yang berbeda

dengan permohonan yang diajukan Pemohon. Perkara Nomor

1031PUU->0120/3 adalah perkara yang memohonkan kepada
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Mahkamah agar Pasa1 2 ayat (^) L!U NQ. 1,812003 be netanga_n dengan

UUD L945 sepanjang tidak dimaknai pelaksanaan kegiatan PKPA dapat

dilakukan kedasama dengan pihak ketiga berupa institusi pendidikan

formal dan/atau nori formal inaupun o1eh suatu badan hukum

dan/atau perorangan dengan bekenasama organisasi advokat yang

memenuhi syarat terlebih dahulu. Sedangkan apa yang dimohonkan

o1eh Pemohon dalam halini berkaitan dengan Pasa1 2 ayat (1) UU No.

1812003, permohoan Pemohon adalah Pasa1 2 ayat (1) UU No. ,. 812003

bertentangan dengan UUD 1.945 sepanjang tidak dimaknai

(conditiono1 uriconstitutionoO "Yang dapat diangkat sebagai advokat

adalah sadana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dan

setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang

dilaksanakan o1eh perguruan tinggi beke^asama dengan organisasi

profesi advokat". Dengan demikian, sangatlah berbeda antara

permohonan Pemohon dengan permohonan dalam perkara Nomor

1031PUU->0120, .3 yang telah diputus o1eh Mahkamah;

in. 15. Pasa1 2 ayat (I. ), dan Pasa1 3 ayat (^) huruf f UU N0 1,812003

mengurangi/menutup peluang warga negara untuk mendapatkan

standar dan jaminan atas kualitas pendidikan yang dapat diakui

dan dapat dipertanggungjawabkan

a. Bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum

dalam kehidupan bermasyarakat dan bemegara, peran dan fungsi

Advokat sebagai profesi yang bebas, inaridiri dan beltanggung

jawab merupakan hal yang penting, of samping Iembaga peradilan

dan institusi penegak hukum sepeiti kepolisian dan kejaksaan.

MeIaiuijasa hukum yang diberikan, Advokat menialankan tugas
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profesinya demi tegaknya keadi!an berdasarkan hukum untuk

kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha

memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak

fundamental mereka di depan hukum, Advokat sebagai salah satu

SIStem peradilan merupakan salah satu pilar daiam

menegakkan supremasi hukum dan hak asasi inariusia;

b. Bahwa strategisnya POSisi advokat daiam upaya penegakkan hukum

dan keadilan, termasuk dalam memberikan penyadaran kepada

masyarakatnya untuk menyadari hak-hak fundamentalnya of depan

hukum perlu adanya pendidikan yang dilaksanakan o1eh institusi

yang kredibel dan meiniliki standar inutu yang dapat

unsur

dipertanggungjawabkan;

c. Bahwa organisasi advokat saat ini kondisinya beragam yakni

bedumlah kurang Iebih 8 (dejapan) organisasi advokat. Adapun

organisasi advokat yang dimaksud adalah Ikatan Advokat Indonesia

(11<ADIN), ASOsiasi Advokat Indonesia (AAl), Ikatan Penasihat Hukum

Indonesia (IPHl), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia

(HAPl), Senkat Pengacara Indonesia (SPl), ASOsiasi Konsultan Hukum

Indonesia (AKHl), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

(HKHPM) dan ASOsiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSl);

d. Bahwa o1eh sebab organisasi advokat yang cukup banyak dan

beregain tersebut, inaka masing - masing organisasi meiniliki care

dan standar berbeda-beda dalam meIaksanakanyang proses

pendidikan advokat. Demikian pula daiam proses pengujian calon

advokat. Kondisiini tentu sangat merugikan calon advokat itu

sendiri, serta masyarakat sebagai pengguna jasa advokat karena

mengakibatkan pada kua!itas dan kompetensi yang tidak
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berstandar, dan secara inutatis inutandis akan berdampak pada

kualitas kompetensi advokat dalam penegakan hukum;

e. Bahwa paradigma kompetensi merupakan suatu kernampuan yang

dilandasi o1eh penguasaan ilmu pengetahuan tenentu yang

diperoleh dalam suatu proses pendidikan dengan standar tenentu

dan didasarkan pada nilai-nilai moral serta dilengkapi dengan

keahlian (;ski!O yang memadai, sehingga penguasaan ilmu

pengetahuan tersebut dapat diaplikasikan sesuai dengan standar

dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk suatu karya tertentu

dan meiniliki inarifaat yang besar kepada masyarakat, (dilengkapi

dengan KKNl);

f, Bahwa fakta lainnya yang tedadi saat ini adalah tetiadinya

persaingan antar organisasi advokat. Adanya persaingan antar

organisasi advokat ini diakibatkan o1eh adanya perebutan POSisi

organisasi advokat untuk menjadi organisasi advokat yang diakui

keberadaanya o1eh pemerintah. Halini menyebabkan adanya

rekrutmen besar-besaran dilakukan o1eh organisasi advokat

agar mendapatkan an990ta yang banyak. Dengan adanya

rekrutmen besar-besaran tersebut, organisasi advokat tidak jarang

menurunkan standar dalam penilaian atau penentuan kualitas calon

advokat yang akan menjadi advokat. Tentu halini akan mengurangi

kua!itas dari advokat yang mengakibatkan pada prektik penegakan

hukum yang kurang berkualitas;

g. Bahwa advokat of Indonesia -saat inI tidak meiniliki organisasi

tunggal, sehingga datam penyelenggaraan pendidikan profesi yang

ada saat ini mendasarkan pada ketentuan Pasa1 2 ayat (,.) UU

1812003. 01eh karena beregainnya organisasi profesi advokat yang

yang

32



masing-masing meinitikilandasan hukum keabsahan sebagai

organisasi profesi advokat, inaka dengan sendirinya masing-masing

organisasi profesi advokat tersebut meiniliki hak untuk

menyelenggarakan pendidikan profesi advokat. Namun demikian,

masing-masing organisasi profesi advokat tersebut meiniliki standar

pendidikan profesi advokat sesuai dengan kriteria yang ditentukan

o1eh masing-masing organisasi profesi. Tidak adanya standar

kurikulum pendidikan profesi advokattersebut dan adanya berbagai

organisasi provesi advokat berdampak pada tidak adanya kesatuan

standar profesi yang ditetapkan. Disamping itu, juga tedadi

kesulitan untuk mengevaluasi dan mengaudit capaian pembelajaran

dari pendidikan profesi advokat tersebut, sehingga hasil pendidikan

profesi advokat tersebut tidak meiniliki standar inutu yang dapat

dipertanggung. jawabkan;

h. Bahwa pembe"t"kc, n organiscsi ridvok"t meminki in@ksud don

t, !j"@" untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat sebagaimana

ditegaskan dalam Pasa1 28 ayat (L) UU N0 1812003* Maksud dan

tujuan dari pembentukan organisasi advokat itu secara inutatis

inutandis menegc, sikan fungsi organisasi advokat sebagailembaga

pendidikan untuk dapat menjadi advokat dan meIuluskannya;

i. Bahwa selain apa yang disampaikan pada huruf h of atas, materi-

materi yang disampaikan bagi peserta calon dalam pendidikan

khusus yang diselenggarakan o1eh organisasi advokat adalah materi

yang sebelumnya telah diberikan of perguruan tinggi. Sehingga

dalam penyelenggaraannya tersebut sama sekali tidak memillki

inarifaat selain dan pada kegiatan mengulang materi yang sudah

dipelajari;
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j. Bahwa daiam hal mendidik sebagaimana diregaskan da!am Pasa! 36

ayat (3) huruf f UU 20 Tahun 2003 secara khusus sudah

mendelegasikan kepada pendidikan formal yang di dalamnya

mencakup perguruan tinggi untuk mewujudkannya me!alui

kurikulum, termasuk daiam hal menciptakan peserta didIk untuk

mainpu menghadapi tuntutan dunia keda. Dengan demikian

sesungguhnya peserta didik yang Iulus dan perguruan tinggi

sesungguhnya telah layak menjadi Advokat. Adapun daiam lingkup

profesi hukum yang meini!iki spesialisasi, seperti kurator, dl!,,,, yang

meinarig perlu pendidikan khusus dapat dilakukan o1eh organisasi

advokat sepanjang dalam batas memberikan pengetahuan

tambahan dan berbagi pengalaman kepada Advokat;

k, Bahwa dengan berbagai ungkapan fakta of atas, inaka Pasa1 2 ayat

(L), dan Pasa1 3 ayat (1) huruff UU N0 18/2003 yang menjadi dasar

organisasi advokat untuk menyelenggarakan pendidikan dan

menentukan kelulusan calon advokat ini bertentangan dengan

harepan negara untuk dapat memberikan pendidikan bagi warga

negaranya yang meiniliki standar dan jaminan atas kualitas yang

dapat diakui dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana

amariah Pasa1 28C ayat(L), dan Pasa1 280 ayat (1) UUD 1945.

U1.1.6. Pasa1 2 ayat (1), dan Pasa1 3 ayat (I. ) huruf f UU N0 1.812003

mengurangi hak warga negara atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adjl

a, Bahwa Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasall. angka

4 Undang-Undang Nomor1.8 Tahun 2003 tentang Advokat adalah

sebagai organisasi profesi, bukan sebagai organisasi pendidikan,
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Sehingga segala bentuk penyelenggaraanya yang dilakukan daiam

kegiatan pendidikan ada!ah menyimpang dari apa yang dimaksud

daiam pembentukan organisasi Advokat itu sendiri;

b. Bahwa daiam organisasi profesilainnya yang sepadan dengan

organisasi profesi advokat, yaitu profesi notaris, organisasi profesi

tersebut tidak menialankan kegiatan pendidikan, akan tetapi

hanya sebagai media bagi an990ta profesinya dan menegakkan

etika dalam meIaksanakan profesinya tersebut. Ha! ini

sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasa1 3 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 201.4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan:

'Isyorot untuk dopot diongkot men/'odi Notoris sebogoimono

chinoksud doloin POS0! 2 0doloh:

I) worgo ne90ro Indonesio;

2) bertokwo kepodo Tubon Yong Moho Eso, .

3) berumurpo!{hg sedikit27 (duopu!uh toy'uh) tohun;

4)sehotjosmonidon rohoniyong dihyotokon dengon surot

keterongon sehot don dokter don psikiotei;

5) ber^ozoh sodono hukum don toIusonjery'orig stroto duo

kenotorioton;

6) ternh men/'o10nimogon9 0tou nyoto-nyoto teloh beken'a seb090i

koiyowon Notoris do!Qin woktu PGI^^g sin9kot 24 (duo puluh

empot) bu!on berturut~turut podo kontor Notoris otos prokorso

sendiri otou otos rekomendosi Orgonisosi Notoris seto!oh to!us

stroto duo kenotorioton, .
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7) tidok berstotus sebogoipegowoi negeri, p, :jobot negoro, odvoko^.

otou tidok sedong memongkujoboton loin yong o1eh undong-

undon9 d!10rong untuk d!70n9kop den90n/'oboton Notoris; don

8)tidok pernoh d!jotuhi padono periloro berdosorkon putuson

pen90di!on yon9 teloh meinpero!eh kekuoton hukum tetop

koreno melokukon tindok pidono yon9 dinncom dengon pidono

peril'or0 5 (!jino) tohun otou tobih. "

Dinyatakan dengan jelas of da!am ketentuan tersebut, bahwa

untuk menjadi notaris tidak ada sama sekali ketentuan yang

menyatakan bahwa teriebih dahulu harus mengikuti pendidikan

khusus profesi notaris dan perlu adanya pernyataan kelulusan dan

organisasi profesinya. Halini berbeda dengan profesi advokat

yang dituntut untuk mengikuti pendidikan khusus dan dinyatakan

Iulus terlebih dahulu o1eh organisasi advokat sebelum

menjadlankan profesinya sebagai advokat;

c, Bahwa sebagai sesama profesi yang sama-sama menialankan

fungsi untuk meinbantu pemerintah dalam menegakkan hukum

perlu ada standar yang sama serta .tidak ada .perbedaan-

perbedaan daiam merekrut an990tanya. Karena pada prinsipnya

segala warga negara memillki persamaan dalam perlakuannya

menurut hukum sebagaimana amanat Pasa1 280 ayat (,.) UUD

', 945;

d. Bahwa dari berbagai alasan tersebut, inaka ketentuan Pasal Pasal

2 ayat (1), dan Pasa1 3 ayat (1) huruf f UU Nomor re Tahun 2003

sama sekali tidak mengindahkan hak warga negara atas

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
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adjl, sena tidak diskriminatif dalam mereih profesinya sebagai

advokat, Halinijelas bertentangan dengan am ariah Pasa1 280 ayat

(1), dan Pasa! 281 ayat (2) UUD 1945.

111.1.7. Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Merupakan Bagian Dan

Proses Pendidikan Tinggillmu Hukum

a, Bahwa dalam hal pendidikan UUD 1,945 mengamanatkan

Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu

SIStem pendidikan riasional sebagaimana ketentuannya dalam

Pasa1 31 ayat (3). Ketentuan Pasa1 31 ayat (3) UUD 1.945 kernudian

ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Bahwa di dalam ketentuan Pasa1 20 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

"Per9uruon tinggi berkewqjtbonmenegaskan bahwa:

menye!eng90rokon pendidikon, penelit^^n, don pen90bdion kepodo

inOSyorokot*"

Pada ketentuan norma tersebut sangatjelas bahwa perguruan

tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dituntut sebagai

Iembaga/institusi yang difungsikan sebagai tempat untuk

menyelenggarakan pendidikan dan shatnya adalah warib, 01eh

harena itu, segala bentuk kegiatan pendidikan seharusnya

bertumpu pada perguruan tinggi, dan tidak pada institusi diluar

Perguruan Tinggi;

c. Bahwa Perguruan Tinggi sebagaiinstitusi pendidikan dapat

diselenggarakan o1eh pemerintah atau o1eh masyarakat

sebagaimana ketentuan Pasal I angka 7 dan angka 8 UU 12/20, .2
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yaitu: Pasal I angka 7 UU 12/20i. 2 "Perguruan Tinggi Negeri yang

selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang did inkan

dan/atau diselenggarakan o1eh Pemerintah. " dan Pasal I. angka 8

UU 12/201.2 "Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat

PTS adalah Perguruan Tinggi yang didinkan dan/atau

diselenggarakan Dieh masyarakat. ";

d. Bahwa pendidikan khusus advokat adalah pendidikan hukum

untuk memenuhi. bekal calon advokat daiam berpraktik

menegakkan hukum of masyarakat. Pendidikan khusus advokat

adalah pendidikan profesisebagai advokat guna menjadikan calon

advokat meiniliki inutu, kualitas, dan kompetensi yang mumpuni

ketika telah menjadi advokat. 01eh karena itu, perlu adanya

institusi pendidikan yang me iniliki dasar hukum penyelenggaraan

yang jelas serta me iniliki materi inuatan dengan standar kurikulum

yang dapat dipertanggungjawabkan. Halini sebagaimana

dimaksud dalam Pasa1 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang

menegaskan bahwa "Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan

program akademik, profesi, dan/atau vokasi";

e. Bahwa perguruan tinggi, daiam hallni perguruan tinggi hukum,

termasuk pada universjtas yang meiniliki fakultas hukum, baik

perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri ada!ah

institusi yang meiniliki hak untuk memberikan gelar profesi* Halini

telah dicantumkan of dalam Pasa1 21 ayat (,.) Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang

menegaskan bahwa "Perguruan tinggi yang memenuhi

persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan

,
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program pendidikan tenentu dapat memberikan gelar akademik,

profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang

diselenggarakannya, ";

f. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasa1 1.7 ayat (,.) dan ayat (2)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional Pendidikan profesi merupakan Pendidikan

Tinggi setelah program sadana yang menyiapkan Mahasiswa

dalam peketiaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus

yang bekeda sama dengan Kernenterian, Kernenterian lain, LPNK,

dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas inutu

layanan profesi;

g. Bahwa selain dari perguruan tinggi adalah harem hukumnya untuk

memberikan keabsahan atau gelar akademik, profesi, atau vokasi.

Sehingga tidak sah apabila seseorang mendapatkan gelar selain

dan perguruan tinggi. ;

h. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan tersebut telah

jelas bahwa perguruan tinggi merupakan institusi yang diberikan

hak dan wewenang serta kewajiban untuk menyelenggarakan

pendidikan, termasuk pendidikan profesi, dalam halini profesi

advokat. Dalil-dalil tersebutjuga menyampaikan bahwa selain dan

perguruan tinggi yang menye!enggarakan pendidikan, termasuk

pendidikan profesi advokat adalah tidak berdasar dan

bertentangan dengan Pasa1 31 ayat (3) UUD 1.945;

i. Bahwa seiain itu, pada bagian "mengingat" pada UU N0 1,812003

yang merupakan piakan hukum meinbentuk undang-undang

tersebut sama seka!i tidak meinpertimbangkan Pasa1 31 ayat (3)

UUD 1945 yang merupakan hukum dasar dalam penyelenggaraan
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pendidikan. Sehingga keberadaan UU N0 1812003 yang

mengembangkan norma terkait dengan pendidikan adalah cacat

hukum;

j. Bahwa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) adalah

pendidikan yang masuk daiam kategori pendidikan formal. Karena

kegiatan pendidikan khusus tersebut merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari kompetensi Strata Satu (SI) yang dihasilkan

o1eh perguruan tinggiilmu hukum. Dengan demikian,

penyelenggaraan pendidikan profesi, dalam hallni pendidikan

profesi advokat merupakan bagian integral dan pendidikan Strata

Satu (SL) ilmu hukum dengan kurikulum berbasis KKNl. Khusus

mengenai penyelenggaraan pendidikan profesi dalam halini

profesi advokat dengan struktur kuriku!urn yang dirumuskan

bersama organisasi profesi advokat, serta asosiasi program studi

ilmu hukum. 01eh karena itu, penyelenggaraan pendidikan profesi

daiam halini profesi advokat sepatutnya direncang dan

dilaksanakan secara bersama o1eh Iembaga pendidikan tinggiilmu

hukum dengan organisasi profesi advokat.

my. PEnTUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti

torlampir, inaka Pemohon memohon kepada Maielis Hakim Mahkamah

yang Mulia untuk memeriksa, mengadili dan meinutus Uji Materil

sebagai berikut:

I. Menerima dan mengabulkan seluruh

Undang-undang yang diajukan Pemohon;

permohonan Pengujian
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2. Menyatakan Pasa1 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor, .8 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4288 bertentangan dengan UUD 1945

sepanjang tidak dimaknai (conditiono1 uriconstitutiono!)'Vong dopot

diongkot seb090i odvokot odoloh sou'ono yon9 beriotorbe!okon9

pendidikon tin9gi hukum don setoloh mengikuti pendid!kon khusus

profesi odvokot yon9 of lotsonokon Dieh perguruon tinggi

bekedosomo den90n orgonisosiprofesiodvokot".

3, Menyatakan Pasa1 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor, .8 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4288 tidak mein punyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang tidak dimaknai (conditiono1 uriconstitutionoO

"Yon9 dopot didn9kot sebogoi odvokot odoloh sodono yong

ber!otorbe!okon9 pend^^ikon tin9gi hukum don seto!oh mengikuti

pendtdikon khusus proji2siodvokotyong diloksonokon o1eh perguruon

tinggibekedosomo dengon orgonisosiprojiesiodvokot'j

4, Menyatakan Pasa1 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1.8 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran

Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 bertentangan

tidak dimaknai (concht^^natdengan UUD 1.945 sepanjang

uriconstitutiono!) "!urns '11/7n yon9 dindokon o1eh perguruon tinggi

bekecjosomo dengon orgonisosiprofesiodvokot'*

,
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5. Menyatakan Pasa1 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor I_8 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran

Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4288 tidak mein punyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (conchtionol

uriconstitutionoO "Iu!us 14/10n yon9 d!bdokon o1eh perguruon tinggi

bekedosomo dengon or90nisosiprofesiodvokot'I

Apabila Maie!is Hakim Mahkamah meinpunyai pendapat lain, inohon

putusan yang seadil-adjlnya-ex oequo at bono,

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

Dr. Arrisman, SH. , MH. ;

^

Urnmu Salamah, SH. , MH. ;

C"'

C

Lenn N

Dr. ZainalArifin Hoesein, SH. , MH. ;

nana, SH. , MH. ;

,

Ar udin SH. M

\

Akhmad Fairin, SH. , MH. ;

I. .
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Anggryan Rahmanu, SH, ;

Hizbuldin Satria Agustuar, SH.

Nelson Kapoyos, SH. ;
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